
BUPATI TAKALAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TAKALAR 
NOMOR 3 TAHVf^ 2026 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I KET IGA B E L A S 
YANG B E R S U M B E R DARi ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H 

TAHUN 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI TAKALAR, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang 
Pembcrian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Be las 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan. Penerima Pens iun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tcknis Pembcrian Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dar i 
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahxm 2026 ; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Mengmgat Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, T a m b a h a n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa ka l i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang 
Penetapan Peratioran Pemerintah Pengganti Undang-
Undemg Nomor 2 T a h u n 2022 tentang C ip ta Ke i j a 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 

3. Undang-Undang Nomor 132 T a h u n 2024 tentang 
Kabupaten Taka la r di Provinsi Sulawes i Se latan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tcdiun 2024 
Nomor 318 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 7069) ; 

4. Pcra turan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 4 2 , 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 6422) ; 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang 
Pembcrian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara. Pcnsiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7162); 
Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten 
Takalar (Lembaran Dacrah Kabupaten Takalar Tahu n 
2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); 

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang 
Penetapan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Dacrah Kabupaten 
Takalar Tahun 2025 Nomor 7); 

9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 T a h u n 2025 
tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 
Kabupaten Takalar Tahun 2026 Nomor 27); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG T E K N I S P E M B E R I A N 
TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I KETIGA B E L A S YANG 
B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
B E L A N J A DAERAH TAHUN 2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Pcra turan Bupat i in i yang d imaksud dengan: 
1. Pcmerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RalQrat Daerah menurut a s a s 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se luas- luasnya 
da lam sistem dan pr insip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
d imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
T a h u n 1945. 

2. Pegawai Negeri SipU yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat scbagai Aparatur S ip i l 
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina K e p ^ w a i a n un tuk menduduki 
jabatan pcmerintahan. 

3 . Pejabat Negara adalah Gubemur , Waki l Gubemur/Bupa t i , Wak i l 
Bupat i/Wal i Kota, Waki l Wali Kota serta pejabat negara lainxiya yang 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

4. Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Iembaga perwaki lan rakyat daerah yang berkedudukan scbagai u n s u r 
penyelenggaraan Pcmerintahan Dacrah . 

5. Calon Pegawai Negeri S ip i l yang se lanjutnya disingkat CPNS ada lah Pegawai 
yang baru lu lus tes sc lcks i penerimaan Calon Pegawai N ^ e r i S ip i l ; 

6. Penerima Pensiun ada lah ah l i war is yang s a h dar i Aparatur Negara a t a u 
Pens iunan dan diberikan manfaat pens iun sesua i ketentuan peraturan 
perundang-undangan 



7. Pegawai Prrncnniah dengan Perjanjian Kena yang selanjutnya discbut PPP^ 
adalah ivarsa Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksaniikan tugas pcmerintahan. 

8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fi l r i . 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN G A J I KETIGA B E L A S 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa l2 

(1) Pembcrian tunjangan Hari Raya diberikan kepada: 
a. PNS dan Calon PNS; 
b. Pejabat Negara meliputi Bupau dan Wakil Bupad; 
c. Pimpinan dan Anggota DPRD; 
d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; 
c. Pegawai Non Pegawai Aparaur SipU Negara pada Perangkat Dacrah yang 

mencrapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Uraum Daerah 
f. PPPK, 

(2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: 
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau 
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri 

maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tcmpat 
penugasan. 

Bagian Kcdua 
Pembcrian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 3 

(1) Pembcrian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) terdiri atas: 
a . gaji pokok; 
b. tunjangan kcluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d- tunjangan jabatan atau tunjangan tmium; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 

(satu) bulan bagi instansi pemerintah daemh yang memberikan 
tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemamptian kapasi tas 
fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak 
sebesar akumulas i dari uang represcntasi, tunjangan kcluarga, dan 
tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan 
administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(3) Tunjangan Hari Raya bagi: 
a . Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Lc^anan Umum Daerah; dan 
b. Pegawai Non Pegawai Aparatur SipU Negara yang bertugas pada instanai 

pemerintah yang mencrapkan pola pengekilaan keuangan Badan 
Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah paling banyak aebeaar 
Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan 
Umum/Badan Layanan Umimi Daerah teraebut yang pangkat, jabatan,
peringkat jabatan, a tau kelas jabatannya setare . '
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HI TimMH^zan H..n Kavn U^r.' btnlakn krtentuan: 
u l>PI'k ik-iig..n iiuisit kcria kurang dan I (satii) lahun dibcnkan 

mni.in^.in Han Rava srrma profxirsionaJ sesuai bulan bokcrja yang 
nun^.ui i paila U s a r a n pcni»hasilan I (satuj buJan yang ditcnma 

b PPPK dent;ai! tnasa korja kiiranR dan i (salu bulan kalcndcr scbflum 
liari nv\vi ia!iui» 202*-i. liciak dibchkan Tunjangan Hari Raya 

I . PI'PK tifiigan masii krrja kurang dari 1 (satu bulan kalcndcr scbelum 
tanggal Uuni 20J(t, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas 

(5) Dalam hal jx'nghasilan 1 (salu) bulan pada 2 (dua) bulan sebclum bulan 
Han Raya sebagamiana dimaksud pada ayat (1) bclum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang schanasnya diterima karena berubahnya penghasilan. 
kcpa<la vang bcrsangkutan leiap diberikan sclisih kekurangan Tunjangan 
Hari Raya. 

(6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS 
mclipuu: 
a. 80% (dclapan puluh persenj dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 

(satu) bulan bagi instansi pcmcrixuah dacrah yang memberikan tambahan 
penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskai dacrah 
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Pembcrian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

Besaran Pembcrian Gaji Ketiga Belas bcrlaku secara Mutads Mutandis terhadap 
Besaran Pembcrian tunjangan Hari Raya. 

B A B III 
PEMBAYARAN 

Pasal 5 

(1) Timjangan Hari Raya imtuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun 
dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling ccpat 10 (scpuluh) har i ker ja 
sebclum tanggal Har i Raya. 

(2) Daiam haJ Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah 
tanggal Har i Raya. 

(3) Besaran tunjangan Har i Raya yang dibayarkan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan 
pada bulan Februari T a h i m 2026. 

(4) Oaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud daiam P&sal 2 ayat (1) dibayarkan 
paling ccpat pada bulan J i m i Tahun 2026. 

(5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
d c ^ t dibayarkan. maka Gaji Kedga Belas dapat dibayarkan setelah bulan 
J u n i Tah im 2026. 

(6) Gaj i Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya ya i tu 
sebesar pen^ ias i lan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026. 



^ s e s PCmbayaran Tunjangan Man Raya dan Oaji Ketiga Belas di lakukan 
sua i dengan ketentuan pcraturan perundang undangan. 

BAB IV 
PENDANAAN 

PasaJ 7 

Pendanaan pembcrian tunjangan hari raya dan gaji kedga belas bersumbcr dan 
anggaran pendapaum dan belanja Daerah. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai bcrlaku. Pcraturan Bupati Takalar Nomor 
3 T a h u n 2025 tentang Pembcrian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Kedga Be las 
yang bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 
(Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 3). dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Bupat i ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengctahuinya, memcrintahkan pcngimdangan Peraturan 
Bupat i in i dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar . 
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Ditctapkan di Takalar 

DAENG MANYE 
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S DAERAH KABUPATEN TAKALAR. 

MUHAWn^D HASBl 

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026 NOMOR 3 
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